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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel

serta berorientasi pada hasil (outcome), kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dr. RASIO RIDHO SANI, M.Com., M.P.M
Jabatan : DIREKTUR JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Prof. Dr. Ir. SITINURBAYA, M.Sc
Jabatan : MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut, pihak pertama akan
melaksanakan pengawasan secara berjenjang kepada bawahan sejak perencanaan,
pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Pencapaian target kinerja tersebut

merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka

pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2.‘1'- Desember 2023

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
/
Pr@¥. Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc Dr. RASIO RIDHO SANI, M.Com., M.P.M
NIP. 19660711 199203 1 018



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Sasaran Program

Indikator Kinerja Program

Target
No. Sasaran UKE | Indikator Kinerja UKE |
Semula Menjadi
(1) () (3) (4) (5)
a. Meningkatnya Budaya Ketaatan terhadap Presentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan 51 persen 51 persen
Perundangan undangan Bidang LHK terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan
b. Terselesaikannya kasus penegakan hukum Jumlah kasus pidana dan perdata lingkungan hidup dan 250 kasus 480 kasus
bidang lingkungan hidup dan kehutanan kehutanan yang ditangani
Sasaran Program : Menurunnya laju penyusutan hutan
Indikator Kinerja Program : Laju Deforestasi dan Degradasi Hutan
Target
No. Sasaran UKE | Indikator Kinerja UKE |
Semula Menjadi
(1) 2) 3) (4) (5)
c Meningkatnya pengamanan hutan dari Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman 300.000 Hektar 600.000 Hektar
gangguan dan ancaman
Sasaran Program : Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien
Indikator Kinerja Program  : Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi
Target
No. Sasaran UKE | Indikator Kinerja UKE |
Semula Menjadi
(1 (2) (3) (4) (5)
d. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Ditjen Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 78 Poin 78 Poin
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Kehutanan
Catatan:

1. Perubahan volume target dikarenakan ABT PNBP pada Ditjen PHLHK sebesar Rp163.241.510.000,-
2. Terdapat perubahan kebijakan penganggaran yaitu:
(i) penghapusan pagu blokir Automatic Adjustment pada belanja pegawai sebesar Rp6.354.222.000,-
(i) penghapusan pagu blokir Automatic Adjustment pada non belanja pegawai sebesar Rp15.343.144.000,-

Anggaran (Rupiah)

No. Program/ Kegiatan Saiiil Menjadi
Kualitas Lingkungan Hidup 104.274.581.000 159.595.155.000
1. Penanganan Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi.
2 Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (PSLH).
3. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
P 1 Hutan Berk 46.034.639.000 77.435.803.000
4. Pencegahan dan Pengamanan Hutan.
Dukungan Manajemen 203.901.883.000 258.724.289.000

5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan
Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

JUMLAH 495.755.247.000

354.211.103.000

Jakarta, 2,7 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

MENTERI
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Dr. RASIO RIDHO SANI, M.Com., M.P.M
NIP. 19660711 199203 1 018

of. Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc
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REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Dwi Januanto Nugroho, S.Hut, M.B.A
Jabatan . Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., MPM
Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2% Desember 2023
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

irektur Jenderal Penegakan Hukum €
gan Hidup dan Kehutanan HygantLittekiingan Hidup/dan Kehutanan

Nugroho, S.Hut, M.B.A
200312 1 005



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No Sasaran Indikator Kinerja Revisi Target
: Kegiatan Kegiatan 2023
1 | Meningkatnya kondisi Nilai SAKIP Direktorat Jenderal 78 Poin
birokrasi dan layanan Penegakan Hukum Lingkungan

publik yang agile, efektif, Hidup dan Kehutanan
dan efisien lingkup

Direktorat Jenderal Level Maturitas SPIP 4 Level
Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Penegakan
Lingkungan Hidup dan Hukum Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Kehutanan
Laporan Keuangan Direktorat 1 Laporan

Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan
Kehutanan yang Tertib dan
Akuntabel

Kegiatan: Revisi Anggaran :
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Rp95.489.763.000,00
Lainnya Ditjen Penegakan Hukum LHK

Jakarta, 29 Desember 2023
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

wlenderal Penegakan Hukum SekretzZZ e At Jenderal Penegakan
4 Nidup dan Kehutw Huky SIROAL, {dup dap/Kehutanan

.Com, MPM

. iy‘
NIP 19660711 199203 1 018 NIP. 197601082 312 1005
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REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama . Ardyanto Nugroho,S.Hut., MM
Jabatan : Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup
dan Kehutanan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama . Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Desember 2023

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
ssaltur Jenderal Penegakan Hukum d

Pengaduan, Pengawasan

&5 0ERAT m‘

“&3sto Ridho Sani, M.Com, MPM
NIP 19660711 199203 1 018
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REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT PENGADUAN, PENGAWASAN DAN SANKSI
ADMINISTRASI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No Sasaran Kegiatan Indil'((?;ira:(al:ena Rew;‘g; get
1 | Meningkatnya pelaku Jumlah usaha dan/atau kegiatan 423
usaha/ kegiatan yang yang diawasi ketaatannya Badan Usaha
diawasi terhadap terhadap Peraturan Perundang-

perizinan dan peraturan | undangan Bidang LHK
perundang-undangan

Bidang LHK Jumlah penerapan sanksi 50 Badan usaha
administratif pada permasalahan
penggunaan kawasan hutan
Jumlah PLH yang ditingkatkan 370 Orang
kapasitasnya
Kegiatan : Revisi Anggaran :
1. Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Rp22.142.886.000,00

Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Rp1.096.100.000,00
Lainnya Ditjen Penegakan Hukum LHK
Total Anggaran Rp23.238.986.000,00

Jakarta, ) Desember 2023

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

%, Jenderal Penegakan Hukum
{@3n Hidup dan Kehutanan

Pengaduan, Pengawasan
si Administrasi Lingkungan
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" Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
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REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawabh ini:

Nama ¢ Dr. Ir. Sustyo Iriyono, M.Si
Jabatan : PIt. Direktur Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta§§ Desember 2023

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

. Jenderal Penegakan Hukum
g¥n Hidup dan Kehutanan

PIt. Direktur Pencegahan dan

NIP. 19620621 199002 1 001



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No Sasaran Indikator Kinerja Revisi Target
Kegiatan Kegiatan 2023
1 | Meningkatnya operasi | Jumlah operasi pengamanan 26
pengamanan hutan, hutan dan penindakan perusakan Operasi
perusakan lingkungan | lingkungan hidup
hidup dan peredaran
hasil hutan Jumlah operasi pembalakan liar, 6
tumbuhan dan satwa liar Operasi
Jumlah Polhut yang ditingkatkan 135 Orang
kapasitasnya
Kegiatan : Revisi Anggaran :
1. Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan ~ Rp41.262.708.000,00
Kehutanan
2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Rp1.269.970.000,00
Lainnya Ditjen Penegakan Hukum LHK
Total Anggaran Rp42.532.678.000,00
Jakartagg Desember 2023
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
irektur Jenderal Penegakan Hukum Plt. Direktur Pencegahan dan

*W.b.uw gan Hidup dan Kehutanan

engamanan Lingkungan Hidup dan

119620621 199002 1 001



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jasmin Ragil Utomo, S.H., M.M.
Jabatan : Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama . Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan saksi.

Jakarta, 29 Desember 2023
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

irektur Jenderal Penegakan Hukum /‘ tur Penyelesasan Sengketa
#awungan Hidup dan Kehutanan /\\\ : {4 :

S’
%‘”’";{N"S“wr*‘\ asio Ridho Sani, M.Com, MPM
~“NIP 19660711 199203 1 018

«J35Min Ragil Utomo, S.H/ M.M.
1( P. 19640603 199203 A 001



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

N6 Sasaran Indikator Kinerja Revisi Target
Kegiatan Kegiatan 2023
1 | Meningkatnya perkara Jumlah perkara Sengketa 56 Perkara
Sengketa Lingkungan Lingkungan Hidup yang
Hidup yang diselesaikan | diselesaikan melalui pengadilan
melalui pengadilan dan | dan di luar pengadilan
di luar pengadilan
Kegiatan: Revisi Anggaran :
1. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Rp26.250.660.000,00
2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Rp733.930.000,00
Lainnya Ditjen Penegakan Hukum LHK
Total Anggaran Rp26.984.590.000,00
Jakarta, 2% Desember 2023
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

ktur Jenderal Penegakan Hukum e Direktur Penyelesaian Sengketa
=<4reivgan Hidup dan Kehutanan i Aot ‘”Uﬁm\gkungan Hidup
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"NIP 19660711 199203 1 018 "' KPP, 19640603 199203 1 001
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REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama ¢ Yazid Nurhuda, S.H., M.A
Jabatan : Direktur Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama . Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Desember 2023

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

slr Jenderal Penegakan Hukum = irektur Penegakan Hukum Pidana
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REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No | Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan ROVI:(I);: I
1 | Meningkatnya kasus | Jumlah kasus pidana lingkungan 15
tindak pidana hidup dan kehutanan yang Perkara
lingkungan hidup dan | diselesaikan sampai dengan P-21
kehutanan yang
diselesaikan sampai | Jumlah Penanganan 250
dengan P-21 Permasalahan Penggunaan Perkara
Kawasan Hutan yang
ditindaklanjuti
Jumlah PPNS LHK yang 205
ditingkatkan kapasitasnya Orang
Kegiatan : Revisi Anggaran :

1. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan

Kehutanan

2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Ditjen Penegakan Hukum LHK
Total Anggaran

Pihak Kedua,

*
L
\\9\/
Sl

e LM Ridho Sani, M.Com, MPM
“NIP 19660711 199203 1 018

Rp43.040.982.000,00
Rp1.161.379.000,00

Rp44.202.361.000,00

Jakarta, 2 Desember 2023

Pihak Pertama,

da, S.H., M.A

NIP 19681209 199303 1 001



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Subhan, S.Hut, M.Si.
Jabatan : Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Wilayah Sumatera

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM.
Jabatan 3 Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Desember 2023

Pihak Kedua, ‘ Pihak Pertama,

Jenderal Penegakan Hukum epala Balai Gakkum LHK

""’ {fidqn Hidup dan Keh}lanan

“NIP 19660711 199203 1 018 0 30320 199903 1004



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN WILAYAH WILAYAH SUMATERA

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan RevI;:);;rget
1 | Meningkatnya operasi Jumlah operasi pengamanan hutan 11
pengamanan hutan, perusakan | dan penindakan perusakan Operasi
lingkungan hidup dan peredaran | lingkungan hidup
hasil hutan Jumlah operasi pembalakan liar, 4
tumbuhan dan satwa liar Operasi
Jumlah Polhut yang ditingkatkan 15
kapasitasnya Orang
2 | Meningkatnya perkara Sengketa | Jumlah perkara Sengketa 1
Lingkungan Hidup yang Lingkungan Hidup yang Perkara
diselesaikan melalui pengadilan | diselesaikan melalui pengadilan
dan di luar pengadilan dan di luar pengadilan
3 | Meningkatnya pelaku usaha/ Jumlah Usaha dan/atau kegiatan 180
kegiatan yang diawasi terhadap | yang diawasi ketaatannya terhadap Badan Usaha
perizinan dan peraturan Peraturan Perundang-undangan
perundang-undangan Bidang Bidang LHK
LHK Jumlah PPLH yang ditingkatkan 10
kapasitasnya Orang
4 | Meningkatnya kasus tindak Jumlah kasus pidana lingkungan 37
pidana lingkungan hidup dan hidup dan kehutanan yang Perkara
kehutanan yang diselesaikan diselesaikan sampai dengan P-21
sampai dengan P21 Jumlah PPNS LHK yang 5
ditingkatkan kapasitasnya Orang
5 | Meningkatnya kondisi birokrasi Jumlah Layanan Perkantoran 1
dan layanan publik yang agile, Layanan
efekif, dan efisien lingkup Ditjen | jymlah Layanan Umum 1
PHLHK Layanan
Jumlah Layanan Sarana Internal 1
Unit
Kegiatan : Anggaran :
. Pencegahan dan Pengamanan LHK Rp7.289.964.000,00

ABWN =

Ditjen Penegakan Hukum LHK
Total Anggaran

Pihak Kedua,
Jenderal

= i

. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

L Penegakan Hukum
Ghgn Hidup dan Kehutanan

. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
. Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi LHK
. Penegakan Hukum Pidana LHK

Rp1.000.000.000,00
Rp5.137.120.000,00

Rp8.835.700.000,00

Rp38.228.300.000,00

Rp60.491.084.000,00

Jakarta, 2 Desember 2023

Pihak Pertama,
Kepala Balai Gakkum LHK

30320 199903 1 004




REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tagiuddin, S.Hut., M.P

Jabatan : Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM

Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capalan kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperiukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Desember 2023

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
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“pFRasio Ridho Sani, M.Com, MPM
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REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP

DAN KEHUTANAN WILAYAH JAWA, BALI, NUSA TENGGARA

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan e
1 | Meningkatnya operasi Jumlah operasi pengamanan hutan 6
pengamanan hutan, perusakan | dan penindakan perusakan Operasi
lingkungan hidup dan peredaran | lingkungan hidup
hasil hutan Jumiah operasi pembalakan liar, 5
tumbuhan dan satwa liar Operasi
Jumiah Polhut yang ditingkatkan 15
kapasitasnya Orang
2 | Meningkatnya perkara Sengketa | Jumlah perkara Sengketa 2 Perkara
Lingkungan Hidup yang Lingkungan Hidup yang
diselesaikan melalui pengadilan | diselesaikan melalui pengadilan
dan di luar pengadilan dan di luar pengadilan
3 | Meningkatnya pelaku usaha/ Jumiah Usaha dan/atau kegiatan 159
kegiatan yang diawasi terhadap | yang diawasi ketaatannya terhadap | Badan Usaha
perizinan dan peraturan Peraturan Perundang-undangan
perundang-undangan Bidang Bidang LHK
LHK Jumiah PPLH yang ditingkatkan 10
kapasitasnya Orang
4 | Meningkatnya kasus tindak Jumlah kasus pidana lingkungan 32
pidana lingkungan hidup dan hidup dan kehutanan yang Perkara
kehutanan yang diselesaikan diselesaikan sampai dengan P-21
sampai dengan P21 Jumlah PPNS LHK yang 5
ditingkatkan kapasitasnya Orang
5 | Meningkatnya kondisi birokrasi | Jumlah Layanan Perkantoran 1
dan l_ayanan publik yang agile, Layanan
efektif, dan efisien lingkup Ditien | jumlah Layanan Umum 1
PHLHK Layanan
Jumlah Layanan Sarana Internal 1
Unit
Kegiatan : ran :
1. Pencegahan dan Pengamanan LHK Rp5.643.618.000,00
2. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Rp1.773.875.000,00
3. Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi LHK Rp3.668.200.000,00
4. Penegakan Hukum Pidana LHK Rp10.867.275.000,00
5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Rp34.868.755.000,00
Ditien Penegakan Hukum LHK
Total Anggaran ' Rp56.821.723.000,00
Jakarta, 29 Desember 2023
Pihak Pertama,

Pihak Kedua,
Sisaictyr Jenderal Penegakan Hukum

&
DEERasib Ridho Sani, M.Com, MPM
NIF 19660711 199203 1 018



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : David Muhammad, S.Sos.M.H
Jabatan : Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Wilayah Kalimantan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Desember 2023

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
syur Jenderal Penegakan Hukum

&oan Hidup dan Kew

’)a\ &S
Zeut, ety ol ‘\*Xf 4 5 %
SRR aSio Ridho Sani, M.Com, MPM
“NIP 19660711 199203 1 018




REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN WILAYAH KALIMANTAN

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Rewzs(l);';rget
1 | Meningkatnya operasi Jumlah operasi pengamanan hutan 21
pengamanan hutan, perusakan | dan penindakan perusakan Operasi
lingkungan hidup dan lingkungan hidup
peredaran hasil hutan Jumlah operasi pembalakan liar, 5
tumbuhan dan satwa liar Operasi
Jumlah Polhut yang ditingkatkan 15
kapasitasnya Orang
2 | Meningkatnya perkara Jumlah perkara Sengketa 2 Perkara
Sengketa Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup yang
yang diselesaikan melalui diselesaikan melalui pengadilan
pengadilan dan di luar dan di luar pengadilan
pengadilan
3 | Meningkatnya pelaku usaha/ Jumlah Usaha dan/atau kegiatan 164
kegiatan yang diawasi terhadap | yang diawasi ketaatannya terhadap Badan Usaha
perizinan dan peraturan Peraturan Perundang-undangan
perundang-undangan Bidang Bidang LHK
LHK Jumlah PPLH yang ditingkatkan 10
kapasitasnya Orang
4 | Meningkatnya kasus tindak Jumlah kasus pidana lingkungan 39
pidana lingkungan hidup dan hidup dan kehutanan yang Perkara
kehutanan yang diselesaikan diselesaikan sampai dengan P-21
sampai dengan P21 Jumlah PPNS LHK yang 5
ditingkatkan kapasitasnya Orang
5 | Meningkatnya kondisi birokrasi | Jumlah Layanan Perkantoran 1
dan layanan publik yang agile, Layanan
efektif, dan efisien lingkup Jumlah Layanan Umum 1
Ditjen PHLHK Layanan
Jumlah Layanan Sarana Intenal 1 Unit
Kegiatan : Revisi Anggaran :
1. Pencegahan dan Pengamanan LHK Rp8.611.250.000,00
2. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Rp1.038.053.000,00
3. Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi LHK Rp4.217.504.000,00
4. Penegakan Hukum Pidana LHK Rp10.801.193.000,00
5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Rp32.561.654.000,00
Ditjen Penegakan Hukum LHK
Total Anggaran Rp57.229.654.000,00

Jakarta, 29 Desember 2023
Pihak Pertama,

enderal Penegakan_-Hukum
Hidup dan Keh an




REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aswin Bangun, S.Hut.,M.Si.
Jabatan : Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Wilayah Sulawesi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM.
Jabatan ¢ Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Desember 2023

Pihak Kedua, : Pihak Pertama,

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Keppla Balai Pengamanan dan
=agkiungan Hidup dan Kehuta}u enegakan Hukum LHK

s )
BrRasi0l Ridho Sani, M.Com, MPM
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REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN WILAYAH SULAWESI

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Revl;‘l)'zl'grget
1 | Meningkatnya operasi Jumlah operasi pengamanan T
pengamanan hutan, perusakan | hutan dan penindakan perusakan Operasi
lingkungan hidup dan peredaran | lingkungan hidup
hasil hutan Jumlah operasi pembalakan liar, 6
tumbuhan dan satwa liar Operasi
Jumlah Polisi Kehutanan yang 35
ditingkatkan kapasitasnya Orang
2 | Meningkatnya perkara Sengketa | Jumlah perkara Sengketa 2 Perkara
Lingkungan Hidup yang Lingkungan Hidup yang
diselesaikan melalui pengadilan | diselesaikan melalui pengadilan
dan di luar pengadilan dan di luar pengadilan
3 | Meningkatnya pelaku usaha/ Jumlah Usaha dan/atau kegiatan
kegiatan yang diawasi terhadap | yang diawasi ketaatannya - 90
perizinan dan peraturan terhadap Peraturan Perundang- Badan Usaha
perundang-undangan Bidang undangan Bidang LHK
LHK Jumlah PPLH yang ditingkatkan 10
kapasitasnya Orang
4 | Meningkatnya kasus tindak Jumlah kasus pidana lingkungan 30
pidana lingkungan hidup dan hidup dan kehutanan yang Perkara
kehutanan yang diselesaikan diselesaikan sampai dengan P-21
sampai dengan P21 Jumiah PPNS LHK yang 5
- ditingkatkan kapasitasnya Orang
5 | Meningkatnya kondisi birokrasi Jumlah Layanan Perkantoran 1
dan layanan publik yang agile, Layanan
efektif, dan efisien lingkup Ditien | jumiah Layanan Umum 1
PHLHK Layanan
Jumlah Sarana Internal 1
Unit
Kegiatan : Revisi Anggaran :
1. Pencegahan dan Pengamanan LHK Rp 6.528.263.000,00
2. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Rp 700.000.000,00
3. Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi LHK Rp  3.250.000.000,00
4. Penegakan Hukum Pidana LHK Rp 8.046.423.000,00
5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Rp 29.725.523.000,00
Lainnya Ditjen Penegakan Hukum LHK
Total Anggaran Rp 48.250.209.000,00
Jakarta, 29 Desember 2023
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Direktur Jenderal Penegakan Hukum

Kepala Balai Pengamanan dan

¥ Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
NIP. 19660711 199203 1 018

NIP. 19748228 200003 1 004



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Leonardo Gultom, S.Sos., M.Si.
Jabatan : Plt. Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang dipertukan datam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2§ Desember 2023
Pihak Kedua, . Pihak Pertama,
syr Jenderal Penegakan Hukum Pit. Kepala Balai Gakkum LHK

o Sani, M.Com, MPM
199203 1 018




REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN WILAYAH MALUKU DAN PAPUA

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Revl;:);’; g
1 | Meningkatnya operasi Jumlah operasi pengamanan hutan 2
pengamanan hutan, perusakan | dan penindakan perusakan Operasi
lingkungan hidup dan peredaran | lingkungan hidup
hasil hutan Jumlah operasi pembalakan liar, 2
tumbuhan dan satwa liar Operasi
Jumlah Polhut yang ditingkatkan 15
kapasitasnya Orang
2 | Meningkatnya perkara Sengketa | Jumlah perkara Sengketa 1 Perkara
Lingkungan Hidup yang Lingkungan Hidup yang
diselesaikan melalui pengadilan | diselesaikan melalui pengadilan
dan di luar pengadilan dan di luar pengadilan
3 | Meningkatnya pelaku usaha/ Jumlah Usaha dan/atau kegiatan 32

kegiatan yang diawasi terhadap
perizinan dan peraturan
perundang-undangan Bidang

yang diawasi ketaatannya terhadap
Peraturan Perundang-undangan
Bidang LHK

Badan Usaha

LHK Jumlah PPLH yang ditingkatkan 10
kapasitasnya Orang
4 | Meningkatnya kasus tindak Jumlah kasus pidana lingkungan 13
pidana lingkungan hidup dan hidup dan kehutanan yang Perkara
kehutanan yang diselesaikan diselesaikan sampai dengan P-21
sampai dengan P21 Jumlah PPNS LHK yang 5
ditingkatkan kapasitasnya Orang
5 | Meningkatnya kondisi birokrasi | Jumlah Layanan Perkantoran 1
dan layanan publik yang agile, Layanan
efektif, dan efisien lingkup Ditien | jumiah Layanan Umum 1
PHLHK Layanan
Jumlah Layanan Sarana Internal 1 Unit
Kegiatan : Revisi Anggaran :

1. Pencegahan dan Pengamanan LHK Rp8.100.000.000,00

2. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Rp1.000.000.000,00

3. Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi LHK Rp2.514.374.000,00

4. Penegakan Hukum Pidana LHK Rp5.310.910.000,00

5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Rp23.690.805.000,00
Ditjen Penegakan Hukum LHK

Total Anggaran Rp40.616.089.000,00

Jakarta, 2 Desember 2023
Pihak Pertama,

hak Kedua,

o*“'“ >? Jenderal Penegakan Hukum
‘ h\ k(zayan Hidup dan K}hutanan
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NN Rasto Ridho Sani, M.Com, MPM
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